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Abstract
According to islamic law the marriage considered have been permitted if have fulled the requirement. But, there
are other rules which must full. According to book of clasic fiqih, kafâ’ah concept is match from men to female in
many kinds of things which have discussed by the majority of Ulama including religion, descendant, job and
freedom. The status of kafa’ah is a matter to be considered and recommended for a person before entering the level
of marriage the status kafâ’ah will change to be terms marriage when. There is no bessing from the guardian from
this concept that gave birth to the the legal prohibition of marriage between Syareefah with non-sayyid. The
prohibition can be seen from main factor. There is Syareefah considered that is not on level and damage or break the
decendants of the Prophet Muhammad to marry a men who is not on level. In general, the majority of Habâib
among Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta banned and no blessing if there feemale children to marry non-
sayyid men.
[Pernikahan menurut hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
Tetapi terdapat pula aturan lain yang harus dipenuhi menurut literatur kitab-kitab fiqih klasik yakni
konsep kafâ’ah yaitu kesepadanan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal yang
telah disepakati oleh mayoritas Ulama’, diantaranya adalah: agama, nasab, pekerjaan dan merdeka.
Status kafâ’ah dalam pernikahan merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dan anjuran bagi
seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan, status kafa’ah akan berubah menjadi syarat
pernikahan ketika tidak ada ridho dari wali. Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya hukum
pelarangan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non-sayyid, pelarangan tersebut dapat ditinjau
dari dua faktor, yaitu: pertama, seorang Syarifah dianggap tidak sekufu’ dan merusak atau memutus
nasab keturunan Rasulullah jika menikah dengan laki-laki non-sayyid dan kedua, tidak adanya ridho
dari wali ketika anak wanitanya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu’. Pada umumnya
mayoritas Habâib dikalangan Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta melarang dan tidak ridho
jika anak wanita mereka menikah dengan laki-laki non-sayyid.]
Kata Kunci: Syarifah, non-sayyid, kafâ’ah, Rabithah Alawiyyah .
A. Pendahuluan
Pernikahan merupakan sunnah Rasul
yang disyari’atkan sebagai sebuah fitrah
kemanusian. Pernikahan sebagai ikatan batin
antara seorang laki-laki dan perempuan dimak-
sudkan untuk membangun rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demi-
kian hubungan antara laki-laki dan perempuan
akan kuat dan memenuhi hukum legal-formal,
baik dalam perspektif agama, masyarakat,
maupun negara. Apabila telah melakukan
pernikahan, membuat sesuatu yang sebelum
menikah dilarang seperti hubungan seksual
dan hidup serumah hukumnya menjadi boleh
dan sah.
Pernikahan mempunyai syarat dan rukun
yang harus dipenuhi karena hal itu dapat
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mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.
Ada juga aturan lain yang terdapat dalam
literatur kitab-kitab fiqih klasik yang diantara-
nya adalah konsep kafâ’ah, yakni kesepadanan
antara calon mempelai pria dan wanita dalam
berbagai hal termasuk agama (din), keturunan
(nasab), kedudukan (hasab) dan semacam-
nya.1Konsep kafâ’ah inilah kemudian melahir-
kan adanya hukum pelarangan pernikahan
antara wanita Syarifah dengan laki-laki non-
sayyid karena dianggap tidak kufu’ dan meru-
sak nasab agung dan mulia dari Nabi Muham-
mad saw.2
Larangan pernikahan ini menurut seba-
gian ulama berlawanan dengan nilai keseja-
jaran kedudukan manusia universal. Di dalam
al-Qur’an terdapat aturan prinsip umum ten-
tang persamaan derajat manusia, yaitu tidak
ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya
termasuk perbedaan suku bangsa, status sosial.
Hal ini bukan untuk dipertentangkan karena
tujuan utama manusia hidup di dunia adalah
untuk saling mengenal dan saling menghorma-
ti manusia satu dengan yang lain. Artinya,
tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya
karena yang dilihat hanya dari kadar ketaqwa-
an manusia kepada Allah swt. Sebagaimana
firman Allah swt:
ُسﺎﱠﻨﻟٱ ﺎَﮭﱡﯾَﺄٰﯾ ﺎﱠﻧِإ  ﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ  ٍﺮَﻛَذ ﻦﱢﻣ  ٰﻰَﺜْﻧُأَو  ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو   
َﻞِﺋﺂَﺒَﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ْۤاﻮُﻓَرﺎَﻌ َﺘِﻟ   َﮫﱠﻠﻟٱ ﱠنِإ ْﻢُﻛﺎَﻘْﺗَأ ِﮫﱠﻠﻟٱ َﺪﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮْﻛَأ ﱠنِإ
ٌﺮﯿِﺒَﺧ ٌﻢﯿِﻠَﻋ  3 
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami mencip-
takan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah
orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.”
Ayat di atas memberi pengertian bahwa-
sanya Allah telah menurunkan ayat ini sebagai
larangan bagi mereka yang membanggakan
nasab atau keturunan. Hal ini mengandung
pengertian bahwa kriteria kafâ’ah hanya pada
hal agama saja, karena beliau menganggap
derajat semua manusia itu sama di hadapan
Allah, hanya ketaqwaan yang membedakan.
Pemahaman ayat ini berdasarkan pada penda-
pat Syeh Abi Abdillah, yaitu:
َةَءﺎَﻔَﻜْﻟا ﱠنَأ َاﺬَھ ٌمْﻮُﮭْﻔَﻣَو ِﻦْﯾِّدﺎِﺑ  ،ْﻂَﻘَﻓ  ُﮫﱠﻧأَو   ِﮫْﯿَﻠَﻋ َلﺎَﻗ ﺎَﻤ َﻛ 
 ُة َﻼﱠﺼﻟا ىَﻮْﻘَّﺘﻟﺎِﺑ ﺎﱠﻟإ ٍّﻲِﻤَﺠْﻋَأ ﻲَﻠَﻋ ﱟﻲِﺑَﺮَﻌ ِﻟ َﻞْﻀَﻓ ﺎَﻟ :ٌﻢَﻠَﺳَو 4. 
“Adapun maksut dari ayat di atas, bahwasanya
kafâ’ah itu hanya dari segi agama saja dan itu
sesuai dengan sabda Nabi saw: tidak ada
keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa Ajam
(non Arab) kecuali hanya dengan ketaqwaannya.”
Islam menganjurkan untuk mentaati dan
melaksanakan terhadap aturan yang ada di
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga ada
sebagian ulama yang menganggap bahwa
tidak sepantasnya ada diskriminasi satu de-
ngan yang lain yang sampai pada pelarangan
dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturu-
nan, kekayaan atau kedudukan calon menantu.
Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedu-
dukan itu merupakan sunnatullah, hal ini
boleh dijadikan pertimbangan dalam pernika-
han untuk mengukur apakah seseorang diang-
gap kufu’ atau tidak, akan tetapi ukuran ini ha-
nya terbatas pada pertimbangan yang tidak
sampai mempengaruhi sah atau tidaknya
pernikahan5, sehingga aturan ini tidak sampai
pada pelarangan pernikahan.
1 Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta, ACAdemia
& TAFAZZA, 2005), hlm. 217.
2 Abdurrahman Ba’alawi, Bugyah al-Musytarsyidin (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 272.
3 Q. S. al-Hujurat (49) : 13
4 Abi Abdillah Abdis Salam, Ibânah al-Ahkâm bi Syarh Bulug al-Marâm (Beirut: Dar al-Fikr), III: 279.
5 Bakri ad- Dimyati, I’ânah at-Thâlibin bi Syarh Fath al-Mu’in (Surabaya: Dar al-Alam), juz III, hlm 330.
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Dalam tulisan ini pokok bahasan yang
akan dikaji adalah hukum pernikahan Syarifah
dengan laki-laki non-sayyid perspektif hukum
Islam dan Jam‘iyyah Rabithah Alawiyyah
Yogyakarta. Alasan penulis memilih Jam‘iyyah
Rabithah Alawiyyah Yogyakarta sebagai obyek
penelitian adalah: (1) pada Jam‘iyyah itu
terdapat tradisi larangan pernikahan Syarifah
dengan non-sayyid; (2)mereka menganggap
bahwa di dalam masalah kafâ’ah nasab mereka
merupakan nasab yang paling tinggi derajat-
nya; dan (3) Jam‘iyyah tersebut merupakan
wadah komunitas para Sayyid atau Syarifah
di Yogyakarta.
B. Pengertian Sayyid dan Syarifah
Syeikh Abdullah Ba’as menjelaskan bahwa
istilah Sayyid khusus digunakan untuk mereka
yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina
Husain, sedangkan istilah Syarif digunakan
untuk mereka yang nasabnya bersambung
kepada Sayyidina Hasan. Hal ini berbeda jika
dilihat dari segi urf syar’i, baik Sayyid maupun
Syarif keduanya sama-sama dianggap sebagai
orang yang nasabnya bersambung kepada
Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan.6 Imam
ar-Râzi mengatakan bahwa Sayyid dan Syari-
fah termasuk sebagai Ahlu Bait Rasulullah saw.
Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut
pada lafaz ﺖѧѧﯿﺒﻟا َﻞْھَأ  dalam surat al-Ahzab: 33,
bahwa yang dimaksud ahlu bait dalam ayat
tersebut adalah semua anak keturunan
Rasulullah saw. isteri-isteri Rasul dan semua
keturunan dari Sayyidina Hassan dan Sayyi-
dina Husain.7 Adapun orang yang nasabnya
tidak bersambung kepada Rasulullah atau
Sayyidina Hasan dan Husain, maka orang
tersebut disebut sebagai non-sayyid.
C. Kafâ’ah
1. Kafâ’ah Dalam Pandangan Imam
Mazhab
Secara etimologi, kafâ’ah berasal dari
bahasa Arab, isim masdar dari kafâ-yukafi’u-
mukâfa’atan-kafâ’ah, yang searti dengan: al-
musawah (sepadan, seimbang), al-mumâsalah
(sama, sesuai), an-Nâzir (sebanding, sederajat),
seakar kata dengan: kafâ-yakfî-kuf’ (mencuku-
pi).8Sedangkan arti kesepadanan (kafâ’ah)
secara terminologi fiqh, kata kafâ’ah selalu
dikaitkan dengan masalah perkawinan, fuqâ-
ha’ mendefinisikan kafâ’ah sebagai kesetaraan
atau kesebandingan status seoarang laki-laki
(calon suami) dengan wanita (yang akan
menjadi isterinya) dalam berbagai kriteria. Hal
ini sesuai dengan hadis Nabi saw., yang
diriwayatkan oleh Siti Aisyah ra:
 ْﻢѧِﮭْﯿَﻟإ اْﻮѧُﺤِﻜْﻧَاو َءﺎѧَﻔْﻛَﺎْﻟا اْﻮѧُﺤِﻜْﻧَاو ْﻢُﻜِﻔْﻄُﻨِﻟ اْوُﺮﱠﯿَﺨَﺗ 9  
“Pilihkanlah tempat yang paling baik bagi air
sperma kalian dan menikahlah kalian dengan
orang yang sekufu’.”
Hadis ini mengandung himbauan untuk
lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih
dan menetapkan pasangan hidup. Hadis ini
juga mengandung anjuran untuk menikah
dengan orang yang sekufu’. Hadis ini khitab-
nya ditujukan kepada para wali agar menikah-
kan anak perempuan yang ada di bawah
perwaliannya pada laki-laki yang sekufu’. Para
ulama memandang penting adanya kafâ’ah
hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita.
Sebab, laki-laki berbeda dengan wanita, tidak
direndahkan jika mengawini wanita yang lebih
rendah derajatnya.10
6 Syekh Muhammad bin Salim, Is’ad ar-Râfiq (Surabaya: Haramain, 2008), II: 3.
7 Imam ar-Râzi, Tafsir ar-Râzi (Beirut: Dar al-fikr,t.t.), hlm. 350.
8 Abu al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim bin al-Manzur,
Lisan al-Arab (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t.), III: 269.
9 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah ( Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 618.
1 0 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 349.
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Imam Syâfi’i, Hanafi dan Hambali meng-
anggap bahwa kafâ’ah itu meliputi: Islam,
merdeka, keahlian dan nasab, namun mereka
berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapa-
ngan hidup. Imam Hanafi dan Hambali meng-
anggapnya sebagai syarat, tetapi imam Syâfi’i
tidak, sedangkan Imam Mâliki tidak meman-
dang keharusan adanya kafâ’ah kecuali dalam
hal agama, berdasar hadis Nabi saw:11
 َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ ْﻲِﻧَﺰُﻤْﻟأ ٍﻢِﺗﺎَﺣ ْﻲِﺑأ ْﻦَﻋ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر  ِﮫَﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ 
َﻢﱠﻠَﺳَو :اَذإ  ْﻢُﻛَءﺎَﺟ  ُﮫَﻨْﯾِد َنْﻮَﺿْﺮَﺗ ْﻦِﻣ  ُﮫَﻘُﻠُﺧَو  ُهْﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ   ﺎﱠﻟإ  
 ٌﺔَﻨْﺘِﻓ ْﻦُﻜَﺗ اْﻮُﻠَﻌَْﻔﺗ ِضْرﻷا ﻲِﻓ ٌدﺎَﺴَﻓَو   ِﷲا َلْﻮُﺳَر ﺎَﯾ اْﻮُﻟﺎَﻗ 
 ُﮫَﻨْﯾِد َنْﻮَﺿْﺮَﺗ ْﻦَﻣ ْﻢُﻛَءﺎَﺟ اَذإ َلﺎَﻗ ِﮫْﯿِﻓ َنﺎ َﻛ ْنَإو ُﮫَﻘُﻠُﺧَو  
اﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ُﺪَﻤْﺣأ َو يِﺬُﻣْﺮﱞﺘﻟأ ُهَواَر) ٍتاﱠﺮَﻣ َث ﺎَﻠ َﺛ  12( 
“Diriwayatkan dari abu Hâtim al-Muzâni:
Rasulullah berkata: jika datang kepadamu dari
orang yang kamu ridhoi agama dan budi
pekertinya maka menikahlah dengan orang
tersebut, jika kamu tidak melakukan hal itu
maka akan ada fitnah dan kerusakan dibumi,
Nabi mengulang Hadis ini sampai tiga kali.
Riwayat imam at-Turmuzi dan Ahmad.”
Dari Kriteria-kriteria diatas, maka dapat
diakumulasikan bahwa kriteria-kriteria kafâ’ah
sangat beragam. Penjelasan mengenai kafâ’ah
ini untuk lebih lengkapnya dapat terlihat dari
penjelasan berikut yang dikelompokkan
berdasarkan masing-masing kriteria, yaitu:
a. Nasab (Keturunan)
Mayoritas ulama Syâfi‘iyyah membagi
nasab menjadi dua golongan yaitu golongan
‘Ajam (non Arab) dan golongan Arab, kemu-
dian membagi golongan Arab kedalam dua
suku, yakni suku Quraisy dan non Quraisy dan
membedakan lagi suku Quraisy menjadi dua
golongan yakni bani Hasyim dan bani Muthal-
lib.13 Di dalam masalah kafâ’ah, orang Arab
adalah kufu’ antara satu dengan yang lainnya,
begitu pula halnya dengan orang Quraisy
sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang
bukan Arab tidak kufu’ dengan perempuan
Arab, orang Arab tetapi bukan dari golongan
Quraisy tidak kufu’ dengan perempuan
Quraisy, berdasar dari Hadis riwayat Bazar
dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah saw
bersabda:
 َو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎ َﻗ :َلﺎَﻗ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ
ُبَﺮَﻌْﻟأ :َﻢﱠﻠَﺳ ْﻢُﮭُﻀْﻌَﺑ  ْﻢُﮭُﻀْﻌَﺑ ﻰِﻟاَﻮَﻤْﻟاَو ٌءﺎَﻔْﻛَأ ٍﺾْﻌَﺒِﻟ 
ٌءﺎَﻔْﻛَأ  ﱠﻻإ ،ٍﺾْﻌَﺒِﻟ  ﺎًﻜِﺋﺎَﺣ  .ﺎًﻣﺎَﺠُﺣْوأ  ،ُﻢِﻛﺎَﺤْﻟأ ُهاَوَر  
ٍﻢِﺗﺎَﺣ ْﻮُﺑا ُهَﺮَﻜْﻨَﺘْﺳاَو ،ﱠﻢَﺴُﯾ ْﻢَﻟ َواَر ِهِدَﺎﻨْﺳِإ ﻲِﻓَو14. 
“Riwayat dari Ibnu Umar, bahwasanya
Rasulullah bersabda: sebagian orang Arab itu
kufu’ dengan sebagian yang lainnya dan seba-
gian Mawâli (budak) kufu’ dengan sebagian
yang lain, kecuali tukang bekam dan tukang
tenun. Riwayat al-Hakim, di dalam hadis ini
ada sanad yang tidak disebutkan, sedangkan
Abu Hatim mengingkari (menganggap cacat)
hadis ini.”
Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh
imam Syâfi’i:
(ﺎًﻏَﻼَﺑ) ﱡﻰِﻌِﻓﺎﱠﺸﻟأ ُهاَوَر ،ﺎَھْﻮُﻣﱢﺪَﻘُﺗ َﻻَو ﺎًﺸْﯾَﺮُﻗ اْﻮُﻣﱢَﺪﻗ15 
“Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan
mendahuluinya. Riwayat imam Syâfi‘i.”
Adapun orang Quraisy dari golongan
selain bani Hasyim dan Muthallib tidak kufu’
dengan orang Quraisy dari golongan bani
Hasyim dan bani Muthallib, karena bani
Hasyim dan bani Muthallib adalah bani yang
derajatnya paling tinggi diantara orang
Quraisy lainnya.16
Diriwayatkan oleh imam Syâfi’i dan
kebanyakan muridnya (Ashâbus Syâfi’i) bahwa
1 1 Ibid.,hlm.349.
1 2 Takhrij, Kutub at-Tis’ah, Sunan Turmuzi (Riyadh: Maktabah al-Muarafah, 1823), hlm.239.
1 3  Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih alâ al-Mazâhib al-Arba‘ah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 48.
1 4 Ibnu Hajar al-Asyqalani, Bulug Al-Marâm (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 389.
1 5  Imam asy-Syairazi, al-Muhazâb (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 39.
1 6 Ibid,. IV: 48.
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kufu’ sesama bangsa-bangsa bukan Arab
diukur dengan bagaiman keturunan-keturu-
nan mereka diqiaskan kepada antar suku-suku
Arab dengan yang lainnya, karena mereka juga
menganggap tercela apabila seorang perem-
puan dari satu suku kawin dengan laki-laki
dari suku lain yang lebih rendah derajat nasab-
nya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang
berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebab-
nya sama.17
b. Agama
Semua ulama mazhab sepakat mema-
sukkan agama dalam kafâ’ah. Berdasarkan
hadis Nabi saw:
      
 ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ ْﻲِﻧَﺰُﻤ ْﻟأ ٍﻢِﺗﺎَﺣ ْﻲِﺑأ ْﻦَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ  
َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَﯿَﻠَﻋ :اَذإ  ْﻢُﻛَءﺎَﺟ   ُﮫَﻘُﻠُﺧَو ُﮫَﻨْﯾِد َنْﻮَﺿْﺮَﺗ ْﻦِﻣ 
ُهْﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ﺎﱠﻟإ  اْﻮُﻠَﻌْﻔَﺗ  ْﻦُﻜَﺗ  ٌﺔَﻨْﺘِﻓ  ِضْرﻷا ﻲِﻓ  ٌدﺎَﺴَﻓَو   
 ْﻦَﻣ ْﻢُﻛَءﺎَﺟ اَذإ َلﺎَﻗ ِﮫْﯿِﻓ َنﺎَﻛ ْنإَو ِﷲا َلْﻮُﺳَر ﺎَﯾ اْﻮُﻟَﺎﻗ
 ُهَواَر) ٍتاﱠﺮَﻣ َث ﺎَﻠَﺛ اﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ُﮫَﻘُﻠُﺧَو ُﮫَﻨْﯾِد َنْﻮَﺿْﺮَﺗ
(ُﺪَﻤْﺣأ َو يِﺬُﻣْﺮﱞﺘﻟأ18 
“Diriwayatkan dari abu Hâtim al-Muzâni:
Rasulullah berkata: jika datang kepadamu dari
orang yang kamu ridhoi agama dan budi
pekertinya maka menikahlah dengan orang
tersebut, jika kamu tidak melakukan hal itu
maka akan ada fitnah dan kerusakan dibumi,
Nabi mengulang Hadis ini sampai tiga kali.
Riwayat imam at-Turmuzi dan Ahmad.”
Hadis di atas menunjukkan adanya perin-
tah yang ditujukan kepada wali agar mereka
mengawinkan perempuan-perempuan dalam
perwaliannya kepada laki-laki peminangnya
yang beragama Islam, amanah dan berakhlak
luhur. Menurut Imam Syâfi‘i, sepatutnya
perempuan sederajat dengan laki-laki tentang
menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka
perempuan yang baik sederajat dengan laki-
laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-
laki yang fâsiq (pezina, pejudi, pemabuk dsb).
Perempuan yang fâsiq sederajat dengan laki-
laki yang fâsiq, perempuan pezina sederajat
dengan laki-laki pezina. Imam Hambali
memiliki pendapat yang sama dengan imam
Syâfi‘i demikian juga dengan imam Hanafi.
Perbedaan keduanya ada beberapa perkara,
yaitu: menurut imam Hanafi, perempuan yang
saleh dan bapaknya fâsiq, lalu ia menikah
dengan laki-laki fâsiq maka pernikahan itu sah
dan bapaknya tidak berhak membantah (mem-
batalkan) pernikahan, karena ia sama-sama
fâsiq dengan laki-laki itu. Fâsiq di sini adalah
orang yang mengerjakan dosa besar secara
terang-terangan atau orang yang mengerjakan
dosa besar dengan bersembunyi, tapi diberita-
hukan dosa tersebut kepada teman-temannya.
c. Merdeka
Jumhur ulama selain imam Malik sepakat
memasukkan status merdeka dalam kriteria
kafâ’ah. Berdasarkan firman Allah swt:
 ﻦَﻣَو ٍءْﻲَﺷ ٰﻰَﻠَﻋ ُرِﺪْﻘَﯾ ﱠﻻ ًﺎﻛﻮُﻠْﻤﱠﻣ ًاﺪْﺒَﻋ ًﻼَﺜَﻣ ُﮫﱠﻠﻟٱ َبَﺮَﺿ
 ًﺎﻗْزِر ﺎﱠﻨِﻣ ُهﺎَﻨْﻗَزﱠر  ْﻞَھ ًاﺮْﮭَﺟَو ًاّﺮِﺳ ُﮫْﻨِﻣ ُﻖِﻔْﻨُﯾ َﻮُﮭَﻓ ًﺎَﻨﺴَﺣ
َنﻮُﻤَﻠْﻌَﯾ َﻻ ْﻢُھُﺮَﺜْﻛ َأ ْﻞَﺑ ِﮫﱠﻠِﻟ ُﺪْﻤَﺤْﻟٱ َنوُﻮَﺘْﺴَﯾ19. 
“Allah membuat perumpamaan dengan
seorang hamba sahaya yang dimiliki yang
tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
dan seorang yang Kami beri rezki yang baik
dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian
dari rezki itu secara sembunyi dan secara
terang-terangan, Adakah mereka itu sama?
segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanya-
kan mereka tiada mengetahui.”
Menurut imam Syâfi‘i, Hanafi, Hambali,
perempuan merdeka hanya sederajat dengan
laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan
laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah
1 7 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah ( Bandung: al-Ma’rif, 1993), hlm. 43.
1 8 Ibid., hlm. 239.
1 9  Q. S. an-Nahl (16): 75.
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dimerdekakan, tidak sederajat dengan perem-
puan yang merdeka sejak lahir.
d. Pekerjaan
Jumhur ulama selain Maliki sepakat
memasukkan pekerjaan dalam kafâ’ah. Mereka
berpendapat bahwa seseorang yang memiliki
pekerjaan terhormat kufu’ dengan seseorang
yang juga memiliki pekerjaan terhormat,
karena orang yang memiliki pekerjaan tarhor-
mat menganggap sebagai kekurangan jika anak
perempuan mereka dijodohkan dengan lak-laki
yang pekerja kasar. Hal ini berdasarkan pada
Kebiasaan (adat) masyarakat yang meman-
dang status pekerjaan seseorang sebagai suatu
hal yang terhormat, sehingga seolah-olah hal
ini menunjukkan nasabnya kurang.
Sedangkan imam Mâlik berpendapat
bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan
pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai
dengan taqdir Allah. Pekerjaan bagi golongan
Mâlikiyah merupakan hal biasa dan tidak
perlu dimasukkan dalam kafâ’ah.20
e. Kekayaan atau Harta
Kekayaan di sini adalah kemampuan un-
tuk membayar mahar dan nafkah. Abu Yusuf,
seorang ulama hanafiyah, berpendapat bahwa
selama seorang suami bisa memberi kebutuhan-
kebutuhan yang mendesak nafkah satu hari
kehari berikutnya, tanpa harus membayar
mahar, orang tersebut masih dianggap terma-
suk orang yang memiliki kualifikasi yang
mempunyai kafâ’ah,  walaupun isterinya
mempunyai banyak harta. Alasan Abu Yusuf
adalah kemampuan membayar nafkah itulah
yang penting untuk menjamin kehidupan
mereka kelak dalam rumah tangga, sementara
mahar bisa dibayar oleh siapapun diantara
keluarga yang memiliki kemampuan, misalnya
bapak, kakek dan lain-lain.21 Ulama Hanâbilah
juga memasukkan harta sebagai ukuran kufu’
karena kalau perempuan kaya berada di
tangan suami yang melarat akan mengalami
bahaya, sebab nantinya sulit dalam memenuhi
nafkah keluarga.
f. Tidak Cacat
Ulama Syâfi’iyah dan Mâlikiyah meng-
anggap tidak adanya cacat seseorang sebagai
ukuran kafâ’ah, orang cacat yang memung-
kinkan seorang isteri untuk khiyar atau
menuntut fasakh dianggap tidak kufu’dengan
orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya
tidak menyebabkan fasakh, tetapi yang sekira-
nya akan membuat orang tidak senang mende-
katinya. Hal ini berbeda dengan pendapat
ulama’ Hanafiyah dan Hanâbilah mereka tidak
menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran
kafâ’ah dalam perkawinan.22
2. Kedudukan kafâ’ah Dakam Pernikahan
Menurut pendapatnya Imam Syâfi‘i,
kafâ’ah merupakan masalah penting yang harus
diperhatikan sebelum pernikahan dan oleh
karena itu kafâ’ah wajib adanya. Seorang wali
memiliki semacam kewajiban moral untuk
menikahkan perempuan yang ada dibawah
perwaliannya dengan seorang laki-laki yang
sekufu’ dengannya. Jika terjadi kasus dimana
perempuan meminta untuk dinikahkan
dengan laki-laki yang tidak sekufu’ dengannya,
sedangkan walinya menganggap adanya cacat
pada laki-laki tersebut maka wali tidak boleh
menikahkannya. Demikian pula jika seorang
wanita dinikahkan oleh walinya dengan laki-
laki yang tidak sekufu’ dengannya dan perem-
puan tersebut tidak meridloinya maka walipun
tidak boleh menikahkannya. Pendapat ini
didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais
yang datang kepada nabi dan menceritakan
bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dam
Muawiyyah, lalu nabi menanggapi dengan
bersabda: “jika engkau menikah dengan Abu
Jahm, aku kawatir engkau akan mendurhakai-
nya, namun jika engkau menikah dengan
20 Ibid., VII: 46.
21 Ibid. hal. 224.
22 Abd.Rahman Gazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada, 2003), hlm. 45.
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Muawiyyah, dia adalah pemuda Quraisy yang
tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi aku
akan tunjukkan seorang yang lebih baik dari
mereka, yaitu Usâmah.”23
Ulama yang mendukung pendapatnya
Imam Syâfi’i adalah Imam Hambali beliau
menganggap bahwa kafâ’ah merupakan suatu
hal yang patut diperhatikan sebelum perni-
kahan. Apabila sesorang menikahkan anak
perempuannya dengan laki-laki yang tidak
sekufu’ dan perempuan tersebut tidak menyetu-
juinya, makapernikahan tersebut menjadi
fasakh, bahkan menurut suatu pendapat aqad
pernikahannya batal.24Dari penjelasan di atas,
dapat diketahui bahwa mayoritas ulama’
mengakui kedudukan kafâ’ah dalam pernika-
han dan memandang kafâ’ah sebagai salah satu
faktor yang harus diperhatikan demi berlang-
sungnya aqad pernikahan.
D. Hukum pernikahan Syarifah dengan
non-sayyid menurut pandangan Habâib
Jam‘iyyah Rabithah Alawiyyah
Yogyakarta
Dalam penelitian ini peneliti berusaha
mengetahui secara mendalam bagaimana
pandangan dari 4 Habâib Jam‘iyyah Rabithah
Alawiyyah Yogyakarta, yang dalam hal ini
peneliti mengambil narasumber langsung
kepada pengurus Rabithah Alawiyyah, yaitu:
Habib Hassan bin Shaleh al-Jufri, Habib Ja’far
bin Abu Bakar al-Aydrus, Habib Musyayeh bin
Alwi Baraqbah dan Habib Agil Muhammad bin
Qutban. Berikut hasil wawancara atau peneli-
tian yang dilakukan oleh penulis:
1. Habib Hassan bin Shaleh al-Jufri25
Pada dasarnya adanya hukum pelarangan
pernikahan Syarifah dengan non-sayyid itu
disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Faktor
kafâ’ah, wali dan hifzu an-nasl (usaha untuk
menjaga kelestarian dari keturunan mereka).
Tradisi yang berkembang dan dijadikan pega-
ngan dikalangan para Habâib yaitu adanya
tuntutan dan kewajiban bagi para wali (Ha-
bâib) untuk menikahkan anak wanita mereka
kepada laki-laki yang sekufu’, dalam hal ini
yang dijadikan sebagai alasan adalah faktor
kafâ’ah dari segi nasab, karena nasab orang
Arab khususnya Habâib tidak sekufu’ dengan
orang Ajam, seorang wanita yang nasabnya
mulia akan dipandang rendah oleh masya-
rakat jika wanita tersebut menikah dengan
laki-laki yang tidak mulia.
Sistem patrilineal yang diterapkan Islam
dalam menentukan nasab atau kedudukan
anak akhirnya menuntut seseorang, terutama
wanita untuk menikah dengan orang yang se-
kufu’ dengannya. Artinya, pernikahan Syarifah
dengan non-sayyid ini tidak dibolehkan.
Adapun tujuan dari pelarangan tersebut adalah
untuk menjaga kelestarian atau keberlang-
sungan dari keturunan mereka, yakni ketu-
runan Rasulullah. Jika terjadi pernikahan
Syarifah dengan non-sayyid, maka dampak
yang akan muncul adalah terputusnya ketu-
runan Rasulullah dan orang tersebut dianggap
telah melakukan dosa, sebab telah melanggar
apa yang telah ditetapkan Rasulullah didalam
hadisnya, yang mengatakan bahwa nasabnya
Rasulullah akan terjaga sampai hari kiamat.
Oleh sebab itu, maka para wali yang menge-
tahui akan hal tersebut tidak akan memberikan
rida (izin) pada anak wanita mereka untuk
menikah dengan orang yang bukan dari
golongan Sayyid, bahkan kebanyakan wanita-
wanita Syarifah tersebut rela untuk menyan-
dang status janda dari pada harus menikah
dengan laki-laki yang tidak se-kufu’ yang pada
akhirnya akan memutus dari keturunan
Rasulullah.
23 Ibid., IV: 57.
24 Al-Mawardi, al-Insyaf fi Makrifat ar-Rajih min al-Ikhtilafi al-Imam al-Mujabbal Ibn Hanbal, cet. ke-1 (ttp: Dar al-
Ihya’ at Turas al- Arabi, t.t.). IV: 47
25 Wawancara dengan Habib Hassan al-Jufri, ketua umum Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta periode 2012-
2017, tanggal 28 mei 2012.
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Dampak yang lain adalah tidak tercapai-
nya tujuan pernikahan yakni untuk mempe-
roleh kebahagiaan, ketenangan dan kasih
sayang, karena tujuan nikah tersebut bisa
tercapai dengan adanya keserasian dan keseim-
bangan antara kedua belah pihak. Fakta-fakta
yang terjadi menunjukkan jika terjadi perni-
kahan Syarifah dengan non-sayyid, maka yang
dialami dalam rumah tangga dan keluarga
adalah tidak harmonisnya hubungan suami
isteri, kegagalan dalam membina rumah tang-
ga dan akan terkucilkan dengan sendirinya
dari komunitas mereka.
2. Habib Ja’far Bin Abu Bakar Al-Idrus26
Beliau menjelaskan bahwa adanya kafâ’ah
merupakan sesuatu yang wajib dipertimbang-
kan dalam pernikahan dan status kafaah
tersebut bukan syarat sah mutlak dari perni-
kahan. Status kafâ’ah merupakan hak mutlak
bagi wali dan wanita, artinya pemilihan kriteria
calon suami yang akan dinikah dan keberlang-
sungan akad nikah itu tergantung dari izin
dan rida dari mereka. Realitas yang terjadi
didalam masyarakat pada umumyna, melaksa-
nakan pernikahan adalah berdasarkan pada
asas kafâ’ah, yakni menikahkan anak wanita
mereka dengan laki-laki yang sekufu’ dengan
tujuan untuk meminimalisir dampak negatif
dari pernikahan yang tidak sekufu’, yakni
keretakan dan ketidakharmonisan hubungan
rumah tangga.
Asas kafâ’ah yang dipakai didalam masya-
rakat adalah asas lex generalis lex specialis,
artinya jika dilihat dari segi umumnya yang
menjadi kriteria utama kafâ’ah adalah faktor
ketaqwaan seseorang, akan tetapi kafa’ah
mempunyai kriteri-kriteria khusus yang di
antaranya adalah kriteria nasab, yang merupa-
kan faktor utama yang dianggap wajib ada
ketika seorang Habâib hendak menikahkan
anak wanitanya, karena seorang Syarifah
dianggap tidak kufu’ dengan laki-laki non-
sayyid. Artinya, beliau menganggap pernika-
han Syarifah dengan non-sayyid adalah
pernikahan yang dilarang meski sifatnya tidak
mutlak.
Seorang wanita Syarifah boleh menikah
dengan non-sayyid dengan satu syarat yakni
jika walinya menyetujui dan memberikan
ridanya pada anak wanitanya untuk menikah
dengan laki-laki non-sayyid. Fakta yang terjadi,
pada umumnya para wali dikalangan Habâib
tidak rida jika anak wanita mereka menikah
dengan laki-laki non-sayyid. Beliau juga
mengatakan bahwa terjadinya pernikahan
Syarifah dengan non-sayyid itu banyak dise-
babkan oleh tidak pahamnya atau tidak
mengetahuinya wali dari wanita tersebut dalam
masalah hukum kafâ’ah, diibaratkan seperti
seseorang yang tidak mengetahui bahwa
anjing itu haram maka dia akan tetap mema-
kannya sebagai sesuatu yang dianggap halal
baginya untuk dimakan.
3. Habib Agil Bin Muhammd Bin Qutban27
Beliau mengatakan bahwa pernikahan
Syarifah dengan non-sayyid hukumnya tidak
dibolehkan karena alasan tidak kufu’ dan
dianggap merusak atau memutus nasab dari
Rasulullah. Hal ini berbeda jika pernikahan
tersebut dilakukan dari pihak laki-laki terhadap
wanita yang bukan Syarifah maka pernikahan
tersebut dibolehkan dan status anaknya masih
tetap terjaga dan masih dianggap sebagai
seorang Sayyid karena Islam menganut sistem
patrilineal.
Jika terjadi pernikahan Syarifah dengan
non-sayyid maka pernikahan tersebut diang-
gap sah tetapi tercela dan sangat disayangkan
karena telah memutus nasab Rasulullah. Untuk
itu seyogyanya para wali agar menikahkan
anak wanitanya dengan seorang Sayyid, hal
26 Beliau sekarang menjabat sebagai wakil ketua pengurus Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta periode
2012-2017, wawancara tanggal 28 mei 2012.
27 Beliau di Rabitah Alawiyah Yogyakarta menjabat sebagai pengurus dibidang maktab ad-da’imi dan pembinaan
Alawiyyin periode 2012-2017, wawancara tanggal 30 mei 2012.
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ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan
dan balas budi kepada para Habâib yang telah
berjasa menyebarkan agama Islam di Indone-
sia, sebab tanpa adanya mereka mungkin
agama Islam tidak akan ada di Indonesia. Pada
keadaan darurat, Syarifah dibolehkan menikah
dengan laki-laki non-sayyid dengan syarat laki-
laki itu memiliki ilmu agama yang tinggi, akhlak
yang karimah dan ketaqwaan.
Upaya preventif yang dilakukan oleh para
Habâib dalam melindungi dan menjaga agar
anak-anak wanitanya mendapatkan calon
suami dari kalangan Sayyid dan tetap mempu-
nyai keturunan yang bersambung dengan
Rasulullah, maka para Habâib membuat
lembaga yang bernama al-Ãmin yaitu sema-
cam wadah atau perkumpulan dan pertemuan
para Habâib dengan Syarifah yang belum
menikah dengan tujuan agar mereka saling
mengenal satu dengan yang lainnya untuk
kemudian dilanjutkan pada tahap yang lebih
serius yakni pernikahan.
4. Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah28
Beliau menganggap bahwa Islam tidak
mengenal adanya sistem kasta yakni membe-
dakan status seseorang dengan seseorang
lainnya berdasarkan kedudukan, nasab,
kekayaan dan lain-lain. Semua orang dihada-
pan Allah derajatnya sama hanya ketaqwaan
yang membedakan, hal ini sesuai dengan
firman Allah swt yang terdapat di surat al-
Hujurât ayat 13. Ukuran kafâ’ah seseorang
hanya dilihat dari segi agama saja, yaitu agama
Islam dan mempunyai akhlaq yang mulia.
Setiap manusia pada dasarnya mempu-
nyai hak yang sama untuk menikah dengan
siapapun dengan syarat masing-masing dari
calon suami isteri tersebut beragama Islam,
karena para ulama sepakat bahwa pernikahan
orang Islam dengan orang kafir hukumnya
tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah
saw dalam surat al-Baqarah ayat 221. Dari
dasar inilah adanya pelarangan pernikahan
Syarifah dengan non-sayyid itu tidak bisa
dibenarkan, karena beliau menganggap apa
yang telah dirumuskan oleh Fuqâha’ terkait
masalah kafâ’ah dan larangan pernikahan
tersebut sebagai suatu kekeliruan dan berten-
tangan dengan nas-nas al-Qur’an.
E. Hukum Pernikahan Syarifah Dengan
Non-sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam
Islam adalah agama universal (rahmatan
li al-‘âlamin) di dalam ajarannya tidak menge-
nal adanya kasta, tidak membedakan status
seseorang dengan yang lainnya dihadapan
Allah swt, kecuali hanya iman dan taqwa. Dari
landasan tersebut, maka seseorang dari
golongan manapun berhak untuk menentukan
pilihan jodoh mereka dengan syarat sama-
sama seagama, yaitu Islam. Selayaknya tidak
pantas ada alasan untuk melarang seseorang
menikah dengan laki-laki atau wanita pilihan-
nya atas dasar kafâ’ah dari kriteria nasab. Akan
tetapi, kompleknya masalah yang dihadapi
umat islam dewasa ini, maka persoalan kafâ’ah
juga sangat diprioritaskan dalam mempertim-
bangkan pemilihan jodoh, manakala seseorang
mendekati jenjang pernikahan.
Pada umumnya sebelum terjadinya perni-
kahan terlebih dahulu seseorang yang hendak
menikah diberi kebebasan untuk menentukan
pasangan hidupnya. Ada berbagai pertimba-
ngan dalam soal pemilihan pasangan, di anta-
ranya adalah pertimbangan kafâ’ah. Masalah
kafâ’ah dalam pernikahan adalah problematika
utama dalam proses pemilihan pasangan
hidup. Keharmonisan dan kebahagiaan suatu
rumah tangga berawal dari kecocokan pasa-
ngan. Islam sendiri tidak menginginkan
seorang wanita didampingi oleh seorang pria
yang tidak seagama dan secara sosial kehidu-
pannya kurang baik. Karena itu, demi kesera-
sian kehidupan suatu rumah tangga sangatlah
logis kalau kafâ’ah tersebut diperhatikan oleh
28 Wawancara dengan Habib Musyayeh bin Alwi Baraqbah, ketua dewan pengawas Rabithah Alawiyyah Yogyakarta
periode 2012-2017, tanggal 2 juni 2012.
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para wali dan telaah yang cukup serius bagi
para calon pasangan, karena perkawinan
bukan hanya berdampak pada pasangan itu
tetapi juga menyangkut hubungan antara
kedua keluarga.
Konsep kafâ’ah yang dimaksud oleh para
ulama yakni kesepadanan dari calon suami
kepada isteri dalam berbagai kriteria yang telah
dirumuskan oleh para Fuqâha’.29Adapun
tujuan dari adanya konsep kafâ’ah adalah
menciptakan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah,  menghilangkan aib
sosial, menghindarkan bahaya fisik dan sosial
yang mungkin timbul. Fuqâha’ menganggap
bahwa kesepadanan antara calon suami dan
isteri secara sosial dan keagamaan merupakan
sebuah jalan yang harus ditempuh utuk
mewujudkan maqâshid tabi’ah. Sedangkan jika
ditinjau dari pengaruh kekuatan maslahah
terhadap kepentingan umum, maka konsep
kafâ’ah dapat dikategorikan sebagai salah satu
maslahat hajjiyah, karena bertujuan untuk
mewujudkan kelanggengan perkawinan,
keharmonisan rumah tangga, pembagian cinta,
kasih sayang dan ketenangan.30
Kriteria kafâ’ah di kalangan Fuqâha’
merupakan suatu hal yang masih diperdebat-
kan, mayoritas ulama’ mengatakan bahwa
kafâ’ah mencakup empat perkara, yaitu: agama,
nasab, merdeka dan pekerjaan. 31 Dalam
masalah kafâ’ah dari segi nasab mayoritas
jumhur Fuqâha’ berpendapat bahwa orang
‘Ajam tidak kufu’ dengan orang Arab, demikian
juga orang Arab Qurasy tidak kufu’ dengan
orang Quraisy. hal ini berdasrkan dari penda-
pat Syeh Abdurrahman al-Jaziri:
ْﻢُﮭُﺗﺎَﮭﱠﻣُا ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻮَﻟَو ِباَﺮَﻌْﻠِﻟ ٌءﺎَﻔْﻛ َأ اْﻮُﺴْﯿَﻟ ُﻢَﺠَﻌْﻟاَو َﻦِﻣ  ،ِباَﺮَﻌْﻟا  
ْﻦِﻣَو  اَﺬَھ  ﱡﻲِﻤَﺠَﻌْﻟا ﱠنَأ ُﻢَﻠْﻌ َﺗ َﺲْﯿَﻟ  ِﺔﱠﯿِﺷَﺮُﻘْﻠِﻟ ًﺄْﻔُﻛ  َﻻَو  ِﺔﱠﯿِﺑَﺮَﻌْﻠِﻟ  
ﱠنَاَو ،ٍلﺎَﺣ ﱢيَا ﻲَﻠَﻋ  ﱠﻲِﺑاَﺮَﻌْﻟا   ْﻦِﻣ   ًﺄْﻔُﻛ َﺲْﯿَﻟ ٍﺶْﯾَﺮُﻗ ِﺮْﯿ َﻏ
ٍلﺎَﺣ ﱢيَا ﻲَﻠَﻋ ِﺔﱠﯿِﺷَﺮُﻘْﻠِﻟ32 
“Adapun orang ‘Ajam tidak kufu’ dengan
orang Arab meskipun ibu mereka berasal dari
orang Arab, dari hal ini ketahuilah bahwa-
sanya orang Ajam tidak kufu’ dengan wanita
Qurasy dan wanita Arab dalam kondisi
apapun, sedangkan orang Arab dari golongan
selain Qurasy tidak kufu bagi wanita dari
golongan Qurasy dalam keadaan apapun.”
Pendapat di atas menunjukkan bahwa
orang Arab dengan non Arab saja tidak diang-
gap sekufu’, apalagi anak kerturunan Rasulul-
lah yang termasuk orang Arab dan Qurasy,
tentu sangat tidak sekufu’ apabila Syarifah terse-
but dibandingkan dan kemudian dinikahi oleh
laki-laki non-sayyid. Hal ini diperkuat dengan
pendapatnya Ibnu Hajar al-Haitami, yaitu:
 ٍﻢِﺷ ﺎَھ ﻲِﻨَﺑ ِﺔَﯿِﻘَﺑ ْﻦِﻣ ْﻢُھُﺮْﯿَﻏ ْﻢُﮭُﺌِﻓﺎَﻜُﯾﺎَﻟ ْﻢُﮭْﻨِﻣ َﺔَﻤِﻃﺎَﻓ ُدﺎَﻟْو َا ،َْﻢﻌَﻧ
ْﻦِﻣ ﱠنَﺄِﻟ  ِﮫِﺗﺎَﻨَﺑ َدَﻻْوَا ﱠنَا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﮫِﺼِﺋ ﺎَﺼَﺧ 
ﺎَھِﺮْﯿَﻏَو ِةَءﺎَﻔَﻜ ْﻟا ﻲِﻓ ِﮫْﯿَﻟِا َنْﻮُﺒَﺴُْﻨﯾ32 
“Memang benar, bahwa keturunuan dari bani
Hasyim tidak kufu’ dengan keturunan dari Siti
Fatimah, hal ini disebabkan adanya kekhusu-
san dari Rasulullah bahwasanya keturunan
dari Siti Fatimah itu dinisbatkan pada Rasulul-
lah dalam hal kafâ’ah dan yang lainnya.”
Sayyid dan Syarifah pada haqiqatnya
secara kodrati dan menurut fitrahnya telah
mempunyai keutamaan karena hubungan
darah dan keturunan dengan manusia pilihan
Allah yaitu Nabi Muhammad saw. Hal ini
berdasarkan pendapat imam Nawâwi mengu-
29 Ibid., IV: 47.
30 WahbahZuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 772.
31 Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini, Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV:
270.
32 Ibid., IV: 48.
33 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj ( Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), III: 219.
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tip dari pendapatnya imam Gazâli, bahwa
kemulian nasab manusia dapat diperoleh atas
dasar tiga perkara, yaitu34
 ٌعْﺮَﻓ  : ٍتﺎﱠﮭِﺟ ِثﺎَﻠَﺛ ْﻦِﻣ ِﺐَﺴﱠﻨﻟا ُفَﺮَﺷ : ﻲِﻟاَﺰَﻐْﻟا ُم ﺎَﻣﺈْﻟا َلَﺎﻗ :
ﺎَھاَﺪْﺣِا  َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ِلْﻮُﺳَر ِةَﺮَﺠَﺷ َﻰﻟِا ُءﺎَﮭِﺘْﻧﺈ َْﻟا :
 ُﮫَﻟ ُدﺎَﻌُﯾ َﻼَﻓ
ُﺔَﯿِﻧﺎﱠﺜﻟاَو  ِءﺎَﯿِﺒْﻧَﺄْﻟا ُﺔَﺛَرَو ْﻢُﮭﱠﻧِﺎَﻓ ِءﺎَﻤَﻠُﻌ ْﻟا ﻰَﻟِا ُءﺎَﻨِﺘْﻣ ْﺈَﻟا :
ُﺚِﻟﺎﱠﺜﻟاَو ِحَﻼﱠﺼﻟا ِﻞْھَا ﻰَﻟِا ُءﺎَﻨِﺘْﻣﻹَا : ىَﻮْﻘﱠﺘﻟاَو  َةَﺮْﺒِﻋَﻻَو   
ِءﺎَﻨِﺘْﻣﺈْﻟﺎِﺑ  ﻰَﻟِا   ﻰَﻠَﻋ َﻦْﯿِﻟْﻮَﺘْﺴُﻤْﻟا ِﺔَﻤُﻠﱡﻈﻟاَو َﺎﯿْﻧﱡﺪﻟا ِءَﺎﻤَﻈُﻋ
ْﻢِﮭِﺑ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺮَﺧﺎَﻔَﺗ ِبﺎَﻗﱢﺮﻟا. 
“Imam al-Gazâli berkata, kemulian nasab
seseorang itu dilihat dari tiga hal: Pertama,
nasabnya sampai kepada Rasulullah maka
tidak ada yang bisa menyamainya. Kedua,
nasabnya sampai kepada ulama, karena ulama
adalah pewaris para Nabi. Ketiga, nasabnya
sampai kepada ahli kebaikan dan ketaqwaan
dan tidak dianggap mulia bagi orang yang
nasabnya dinisbatkan kepada penguasa dunia
(kaya harta) atau orang dholim, meskipun
manusia membanggakannya.”
Hubungan biologis tersebut merupakan
kenyataan yang tidak dapat disangkal dan
tidak mungkin dapat diimbangi oleh orang lain.
Keutamaan dan tingginya derajat Ahlu Bait
telah di nas di dalam al-Qur’an dan hadis
yakni:
… ِﺖْﯿَﺒْﻟٱ َﻞْھَأ َﺲْﺟﱢﺮﻟٱ ُﻢـُﻜﻨَﻋ َﺐِھْﺬُﯿِﻟ ُﮫﱠﻠﻟٱ ُﺪﯾِﺮُﯾ ﺎ َﻤﱠِﻧإ
ًاﺮــﯿِﮭْﻄَﺗ ْﻢُﻛَﺮﱢﮭَﻄُﯾَو35. 
“…Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”
Imam ar-Râzi berpendapat bahwa mak-
sud dari lafazd liyuzhiba dan wa yuthohhirukum
pada ayat tersebut adalah Allah swt berkehen-
dak membersihkan dosa-dosa mereka (Ahlu
Bait) dan memberikan derajat yang mulia atau
tinggi kepada mereka.36
Imam Syirbini didalam kitabnya, terkait
masalah keutamaan dan tingginya derajat
keturunan Rasulullah saw, beliau mengutip
hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim,
yaitu:37
 ﱠنِا ﻰَﻔَﻄْﺻا َﷲا ِباَﺮَﻌْﻟا َﻦِﻣ ًﺔَﻧﺎَﻨِﻛ   ﻰَﻔَﻄْﺻاَو   ْﻦِﻣ 
ﺎًﺸْﯾَﺮُﻗ ٍﺔَﻧﺎَﻨِﻛ ﻰَﻔَﻄْﺻاَو  ٍﻢِﺷ ﺎَھ ﻲِﻨَﺑ ﺎًﺸْﯾَﺮُﻗ ْﻦِﻣ . 
“Sesungguhnya Allah telah memilih nenek
moyangku dari bangsa Arab dan juga telah
memilih nenek moyangku dari bangsa
Quraisy dan telah memilih nenek moyangku
dari bani Hasyim.”
Salah satu tujuan dari larangan pernika-
han Syarifah dengan non-sayyid di kalangan
Habâib adalah untuk menjaga dan memelihara
kemuliaan mereka sebagai keturunan Nabi saw
yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan
hadis. Agar tidak tercampur dengan nasab lain
dan menjaga agar keturunan tersebut masih
tetap berada pada diri meraka dan keturunan
mereka. Sebaliknya jika terjadi pernikahan
Syarifah dengan non-sayyid maka anak dari
keturunan selanjutnya terputus (bukan Sayyid
atau Syarifah), hal itu disebabkan karena nasab
anak dinisbatkan mengikuti garis dari ayah-
nya. Karena itu para Ulama memandang
penting adanya kafâ’ah hanya pada laki-laki
dan tidak pada wanita. Sebab, kaum lelaki
berbeda dengan wanita, tidak direndahkan
ketika mengawini wanita yang lebih rendah
derajatnya.38
Adapun Allah swt memberikan kekhu-
susan kepada anak-anak atau keturunan dari
Siti Fatimah, bahwa nasab mereka secara
khusus dinisbatkan kepada Rasulullah. 39
Implikasi keutamaan serta kemuliaan yang
34Abi Zakariya an-Nawâwi, al- Majmuk bi Syarh al-Muhazâb (Beirut: Dar-al-Fikr), XVII: 345.
35 Q. S. al-ahzab (33): 33.
36 Ibid., hlm.350.
37 Ibid., IV: 272.
38 Ibid., hlm.349.
39 Ibid., IV: 48.
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khusus dikarunia oleh Allah swt kepada Ahlu
Bait dan keturunannya tidak dapat disandang
oleh anak cucu keturunan seorang Syarifah
yang menikah dengan laki-laki non-sayyid.
Dengan demikian dalam konsep kafâ’ah yang
bertalian dengan nasab terutama nasab nabi
merupakan hal yang penting mengingat tujuan
pemeliharaan kemuliaan nasab keturunan
Nabi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan
(maqâshid) syara’, yaitu hifz al-nasl.
Jumhur Ulama memandang bahwa
kafâ’ah adalah salah satu unsur yang sangat
penting dalam kelangsungan pernikahan,
dalam hal ini Nabi memerintahkan kepada
manusia untuk menikah dengan orang yang
sepadan dan serasi, sesuai dengan hadis
riwayat Aisyah ra:40
ْﻢِﮭْﯿَﻟإ اْﻮُﺤِﻜْﻧاَو َءﺎَﻔْﻛَﺎْﻟا اْﻮُﺤِﻜْﻧاَو ْﻢُﻜِﻔْﻄُﻨِﻟ اْوُﺮﱠﯿَﺨَﺗ. 
“Pilihkanlah tempat yang paling baik bagi air
sperma kalian dan menikahlah kalian dengan
orang yang sekufu’.”
Meskipun kafâ’ah bukan menjadi syarat
pernikahan, tetapi kebahagiaan dalam sebuah
rumah tangga sangat ditentukan oleh kehar-
monisan pasangan itu. Bila terjadi ketidak-
cocokan antara suami isteri, tidak hanya
berdampak buruk terhadap keduanya tetapi
kepada besan dan keluarga lainnya. Keduduk-
an kafâ’ah dalam pernikahan telah dijelaskan
oleh Syeh Bakri ad-Dimyati dalam kitabnya,
yaitu:41
(ِﺔَﺋﺎَﻔَﻜ ْﻟا ﻲِﻓ ٌﻞْﺼَﻓ) ﻲِﻓ ْيَأ  ِنﺎَﯿَﺑ   ِﺔَﺋﺎَﻔَﻜ ْﻟا ِلﺎَﺼِﺧ 
ِحﺎَﻜﱢﻨﻟا ِﻲﻓ ِةَﺮِﺒَﺘْﻌُﻤ ْﻟا ِﻊْﻓَﺪِﻟ   (ُﻞِﺻﺎَﺤْﻟاَو)ِرَﺮﱠﻀﻟاَو ِرﺎَﻌْﻟا 
ِﮫِﺘﱠﺤﱢﺼﻠِﻟ ٌطْﺮَﺷُﺮَﺒَﺘْﻌ ُﺗ ُةَءﺎَﻔَﻜ ْﻟَا َﺪْﻨِﻋ   ِمَﺪَﻋ  ﺎَﺿﱢﺮﻟا  ﱠﻻِاَو 
ﺎَﮭَﻟ ﺎًﻃْﺮَﺷ ْﺖَﺴْﯿَﻠَﻓ. 
“Tujuan adanya kafâ’ah di dalam pernikahan
yaitu untuk menghilangkan aib dan cacat.
Kesimpulannya: bahwa kafâ’ah dianggap
sebagai syarat pernikahan jika tidak ada ridho
jika ada ridlo maka tidak dianggap sebagai
syarat pernikahan.”
Kedudukan kafâ’ah secara mutlak bukan-
lah merupakan syarat sahnya pernikahan
hanya sebagai suatu hal yang patut
diperhatikan di dalam pernikahan, akan tetapi
kedudukan kafâ’ah bisa berubah menjadi syarat
sahnya pernikahan jika wali dan wanita
tersebut tidak ridho terhadap laki-laki yang
tidak sekufu’ dengannya, karena kafâ’ah adalah
hak wanita dan wali baik dekat maupun jauh.
Artinya setiap wanita boleh menikah dengan
siapapun dengan syarat walinya meridhoi dan
memberikan izinnya kepada anaknya untuk
menikah dengan laki-laki tersebut. Hal ini
berdasarkan pendapat dari Syekh Khâtib as-
Syirbini:
ﻲِﻓ (ٌﻞْﺼَﻓ) ِةَءﺎَﻔَﻜ ْﻟا  َﺖْﻌُﻤْﻟا ِبِةَر ِحﺎَﻜﱠﻨﻟا ﻲِﻓ   ،ِرﺎَﻌْﻠِﻟ ﺎًﻌْﻓَد 
ْﺖَﺴْﯿَﻟَو ﻲِﻓ ﺎًﻃْﺮَﺷ  ِةأْﺮَﻤْﻠِﻟ ٌﻖَﺣ َﻲِھ ْﻞَﺑ ِحﺎَﻜﱢﻨﻟا ِﺔﱠﺤِﺻ  
ﻲِﻟَﻮْﻟاَو ﺎَﻤُﮭَﻠَﻓ  ،ﺎَﮭُﻃﺎَﻘْﺳِا  اَذﺈَﻓ ٍﺬِﺌَﻨْﯿِﺣَو   (ﻲِﻟَﻮْﻟَا ﺎَﮭَﺟﱠوَز) 
ﺎَﮭَﺟﱠو َز (ْوأ ﺎَھﺎَﺿِﺮِﺑ ٍءْﻒُﻛ َﺮْﯿَﻏ) ﱟﻢَﻋ ْوأ ٍبَﺄَﻛ ِدِﺮْﻔْﻨُﻤ َْﻟا  
 ٍةَﻮْﺧﺈَﻛ (َﻦْﯾِﻮَﺘْﺴُﻤْﻟا ُءﺎَﯿِﻟْوَﺄْﻟا ُﺾْﻌَﺑ)  ٍمﺎَﻤْﻋَأَو  ﺎَھﺎَﺿِﺮِﺑ)
(َﻦْﯿِﻗﺎَﺒْﻟا ﺎَﺿِرَو  ﻲِﻓ ْﻦﱠﻤِﻣ  ِﮫِﺘَﺟَرَد  َﺮْﯿَﻏ   (ﱠﺢَﺻ) ٍءْﻒُﻛ 
ﺎَﮭﱡﻘَﺣ َةَءﺎَﻔَﻜ ْﻟا ﱠنَِﺄﻟ : َﺞْﯾِوْﺰﱠﺘﻟَا ﱡﻖَﺣَو  ،ﱠﺮَﻣ ﺎَﻤَﻛ ِءﺎَﯿِﻟْوَﺄْﻟا    ْنِﺎَﻓ 
ﺎَﮭِﻃﺎَﻘْﺳﺈِﺑ اْﻮُﺿَر   ﻰِﻓ ُﮫَﻟ َجﺎَﺘْﺣاَو ،ْﻢِﮭْﯿَﻠَﻋ َضاَﺮِﺘْﻋ ِا َﻼَﻓ
َجﱠوَز :َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ َﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنﺄِﺑ :ﱢمُﺄْﻟا  ُهِﺮْﯿَﻏ ْﻦِﻣ ُﮫَﺗﺎَﻨَﺑ 
َزﺎَﺟ َﻚِﻟَذ ﱠنِا :َلﺎَﻘُﯾ ْنأ َﻻَا :ﻲِﻜْﺒﱡﺴﻟَا َلﺎ َﻗ .ُﮫُﺌِﻓﺎَﻜُﯾ ﱠﺪَﺣ َﻻَو  
 ﺎَﻤَﻛ ِةَﺮِھﺎﱠﻈﻟا ِﺔَّﯾﱢرﱡﺬﻟا َﻦِﻣ َﻞِﺼُﺣ ﺎَﻣَو ﱠﻦِﮭِﻠْﺴَﻧ ﱢﻞَﺟﺄِﻟ ِةَرْوُﺮﱠﻀِﻠﻟ
َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ َمَدﺄِﻟ َزﺎَﺟ .ِﮫْﯿِﻨَﺑ ْﻦِﻣ ِﮫِﺗﺎَﻨَﺑ َﺞْﯾِوْﺰَﺗ 42 
“Adanya kafâ’ah dalam pernikahan berfungsi
untuk menolak cacat dan aib, dan kafâ’ah tidak
berfungsi sebagai syarat sah pernikahan tetapi
merupakan hanya suatu haq bagi wanita dan
wali. kafâ’ah gugur ketika wali seperti: bapak
atau paman menikahkan anak wanitanya
dengan orang yang tidak sekufu’ dengan
persetujuan anak wanitanya atau wanita
40 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr), I: 618.
41 Ibid., III: 330.
42 Ibid., IV: 270.
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tersebut dinikahkan oleh sebagian wali lain yang
derajatnya sama, seperti: saudara laki-laki atau
beberapa paman dan wanita tersebut ridlo maka
pernikahan itu dihukumi sah. Karena kafâ’ah
itu haq bagi wanita dan para wali seperti yang
telah dijelaskan. Jika semua pihak baik wali atau
anak wanitanya ridlo dengan gugurnya kafâ’ah
maka tidak ada pertentangan atas pernikahan
tersebut. Untuk mendukung pendapat diatas
maka diambilkan dalil dari kitab al-Umm:
bahwasanya Nabi saw menikahkan anak
perempuan dengan orang yang tidak kufu’,
syekh Subki berpendapat bahwa perbuatan
Nabi saw tersebut merupakan suatu hal yang
darurat untuk menjaga kelangsungan nasab
keturunannya, seperti yang dilakukan Nabi
Adam as menikahkan anak-anaknya dengan
anak-anaknya yang lain.”
Pentingnya peran wali dalam pernikahan,
karena tanpa adanya rida dan izin wali,
pernikahan tidak bisa dilaksanakan, karena
kafâ’ah merupakan hak wanita dan para wali.
hal ini berdasarkan dari hadis Nabi saw yang
diriwayatkan oleh Aisyah ra:43
 ٌﻞِﻃﺎَﺑ ﺎَﮭُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ ٌﻞِﻃ ﺎَﺑ ﺎَﮭُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ ﻲِﻟَﻮْﻟَا ﺎَﮭْﺤِﻜْﻨُﯾ ْﻢَﻟ ٍةَاَﺮ ْﻣا َﺎﻤﱡَﯾا
ٌﻞِﻃﺎَﺑ ﺎَﮭُﺣﺎَﻜِﻨَﻓ. 
“Seorang wanita manapun yang tidak dinikah-
kan oleh walinya maka pernikahannya dihu-
kumi tidak sah, Nabi mengulangi kata tidak
sah dalam hadis tersebut sebanyak tiga kali.”
Juga hadis yang diriwayatkan dari Abu
Musâ al-Asy’ari ra:44
ﱟﻲِﻟَﻮِﺑ ﱠﻻِا َحﺎَﻜِﻧﺎَﻟ 
“Tidak ada pernikahan dianggap sah kecuali
dengan dihadiri oleh walinya.”
Para wali mempunyai peranan penting
dalam pemilihan jodoh anak-anaknya, untuk
itu wali dianjurkan untuk memilihkan jodoh
yang terbaik dan sekufu’ bagi anak-anak
wanitanya. Jika anak wanitanya menikah
dengan laki-laki yang tidak kufu’ dan walinya
tidak rida, maka pernikahan itu hukumnya
tidak sah dan bahkan boleh untuk difasakh,
karena pernikahan tersebut akan menimbulkan
aib bagi keluarga. Untuk lebih jelasnya, imam
Nawawi menjelaskan sebagai berikut:
(ٌﻞْﺼَﻓ) اَذﺈَﻓ  ْتَرﱠﺮَﻘَﺗ   ِةَءﺎَﻔَﻜ ْﻟا ُلَﻼَﺧ  ْﺖَﺤِﻜُﻧَو ُةَأَﺮْﻣﺈْﻟَا  َﺮْﯿَﻏ  
،ٍءُﻒُﻛ  ُﮫْﺘَﯿِﺿَر اَذِا :ُﺮَﻈْﻨُﯿَﻓ  ُحﺎَﻜﱢﻨﻟﺎَﻓ ُءﺎَﯿِﻟْوَﻷَا ُﮫَھِﺮَﻛَو  ،ٌﻞِﻃﺎَﺑ  
ُﺔَﺟْوﱠﺰﻟَا ُﮫْﺘَھِﺮَﻛ اَذِاَو ُﮫَﯿِﺿَرَو  ُحﺎَﻜﱢﻨﻟﺎَﻓ ُءﺎَﯿِﻟْوَﻷَا  ،ٌﻞِﻃﺎَﺑ   اَذِاَو 
ُﮫَﯿِﺿَر ُءﺎَﯿِﻟْوَﻷَا  ُﺔَﺟْوﱠﺰﻟاَو   ُحﺎَﻜﱢﻨﻟﺎَﻓ  ،ٌﺰِﺋﺎَﺟ  َﻮُھ :ٌﻚِﻟﺎَﻣ َلﺎَﻗَو 
 ُهُﻮْﺤَﻧَو  ،ُقَّﺮَﻔُﯾ ﺎَﻟَو ﺎَﻤُﮭَﻨْﯿَﺑ ُﺢَﻜﱢﻨﻟا ُﺦَﺴُْﻔﯾ :يِرْﻮﱠﺜﻟَا لَﺎﻗَو ،ٌﻞِﻃﺎَﺑ
.ُﺪَﻤْﺣَا َﺪْﻨِﻋ45 
“Ketika kafâ’ah tidak dianggap atau diabai-
kan di dalam pernikahan dan seorang wanita
menikah dengan laki-laki yang tidak kufu’,
maka dipertimbangkan hukumnya: jika
wanita tersebut ridho tetapi walinya tidak
ridho maka nikahnya batal, jika wanita tidak
ridlo tapi walinya ridho maka nikahnya batal
dan jika wanita dan walinya ridho maka
pernikahan tersebut hukumnya boleh, imam
Mâlik berkata bahwa nikahnya dihukumi
batal, imam Syauri dan imam Ahmad berkata
pernikahan tersebut boleh untuk difasakh tapi
tidak boleh untuk dipisahkan.”
Dalil-dalil diatas secara eksplisit tidak
menjelaskan hukum kebolehan atau larangan
pernikahan Syarifah dengan non-sayyid,
namun secara implisit sudah mengarah kepada
larangan pernikahan Syarifah dengan non-
sayyid, untuk mendukung dan menguatkan
hukum pelarangan tersebut adalah fatwa dari
Syeh Abdurrahman al-Ba’alwi yang secara
tegas melarang pernikahan Syarifah dengan
non-sayyid dengan alasan tidak sekufu’, yaitu:
43 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr), I: 590
44 Ibid., hlm. 590
45 Ibid., XVII: 345.
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 ٌﺔَﻔْﯾِﺮَﺷ :ٌﺔَﻠَﺌْﺴَﻣ ٌﺔﱠﯾِﻮَﻠَﻋ ٍﻒْﯾِﺮَﺷ ُﺮْﯿَﻏ ﺎَﮭَﺒَﻄَﺧ  ﺎَﻠَﻓ   ىَرَا 
ِحﺎَﻜﱢﻨﻟاَزاَﻮَﺟ ْنِاَو   ﱠنﺄِﻟ ﺎَﮭﱡﯿِﻟَو َﻲِﺿَرَو ْﺖَﯿِﺿَر 
ﻲَﻣﺎَﺴُﯾﺎَﻟ َﺢْﯿِﺤﱠﺼﻟا َﻒْﯾِﺮﱠﺸﻟا َﺐَﺴﱠﻨﻟاَاَﺬھ  ﱟﻞُﻜِﻟَو ُماَﺮُﯾ َﻻَو 
ِءاَﺮْھﱠﺰﻟا ﻲِﻨَﺑ ْﻦِﻣ ﱡﻖَﺣ ِﮫْﯿِﻓ  ْﻢِﮭِﺒْﯾِﺮَﻗ   ْنِاَو ،ْﻢِھِﺪْﯿِﻌَﺑَو 
ﱡﺢِﺼَﯾ ُﮫﱠﻧَا ُءﺎَﮭَﻘُﻔْﻟا َلﺎَﻗ ﺎَھﺎَﺿِﺮِﺑ   ،ﺎَﮭْﯿِﻟَو ﺎَﺿِرَو 
ٌتاِرِﺎﯿِﺘْﺧِا ْﻢِﮭْﯿَﻠَﻋ ِﷲا ُناَﻮْﺿِر ﺎَﻨِﻔَﻠَﺴِﻠَﻓ  َﮫْﯿِﻘَﻔْﻟَا ُﺰﱢﺠَﻌُﯾ  
ْﻦَﻋ ِكاَرْدِا  ،ﺎَھِراَﺮْﺳِا   ِﻞْﻛﺄَﻛ ِةَرْوُﺮﱠﻀﻠِﻟ َﻚِﻟَذ ُحﺎَﺒُﯿَﻓ
ﱢﺮَﻄْﻀُﻤْﻠِﻟ ِﺔﱢﯿَﻤْﻟا46 
“(Masalah) jika ada seorang Syarifah Alawi-
yyah dilamar laki-laki yang bukan Syarif atau
Sayyid, menurut saya tidak boleh atau haram
terjadi pernikahan diantara keduanya, meski-
pun walinya ridho karena nasab yang mulia
dan sempurna tidak bisa dibandingi dan
diinginkan dengan sembarangan, hanya pada
keturunan az-Zahrâ’ saja yang berhak menga-
wininya, baik kerabat yang dekat maupun
jauh. Fuqâha’ berpendapat bahwa pernikahan
tersebut sah jika wanita dan wali tersebut
ridho. Tapi bagi ulama’ Salaf memilih penda-
pat lain yang menganggap pendapat Fuqâha’
tersebut pendapat yang lemah. Dan pernika-
han tersebut dibolehkan dalam keadaan dharu-
rat seperti kebolehan memakan bangkai dalam
keadaan dharurat.”
F. Penutup
Berangkat dari data yang telah diperoleh
dari pembahasan dan pengkajian Penulis,
diperoleh beberapa kesimpulan: pertama,
menurut pandangan mayoritas Habâib Râbit-
hah Alawiyah Yogyakarta, seorang Syarifah
harus menikah dengan laki-laki Sayyid karena
mereka sekufu’ sebagai keturunan Rasulullah
saw dan bagi mereka keturunan Rasulullah
saw memiliki derajat keutamaan dan kemu-
liaan yang tidak dimiliki orang yang bukan
keturunan Rasulullah. Karena itu, masalah
kafâ’ah terutama dalam hal nasab sangat
diperhatikan oleh Habâib Rabithah Alawiyah
Yogyakarta .
Kedua, larangan pernikahan yang disebab-
kan oleh adanya kafâ’ah, secara hukum Islam
tidak dapat dibenarkan, karena status kafâ’ah
bukan syarat sahnya pernikahan, tetapi hanya
sebagai sesuatu hal yang dipertimbangkan dan
dianjurkan. Artinya, baik kafâ’ah itu ada atau
tidak, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dan
hukumnya sah, dengan syarat wali dan wanita
tersebut rida dengan pernikahannya, tetapi
kafâ’ah bisa berubah status hukumnya menjadi
syarat sah pernikahan dan bisa menimbulkan
adanya pelarangan pernikahan ketika tidak
ada rida dari wali atau dari wanita. Jika terjadi
pernikahan dan wali atau wanitanya tidak
ridho dengan pernikahan tersebut, maka perni-
kahan tersebut hukumnya batal atau tidak sah
dan boleh untuk difasakh, artinya Syarifah boleh
menikah dengan laki-laki non-sayyid dengan
syarat walinya dan wanita Syarifah tersebut
rida.
Ketiga, dalam penerapannya jika seorang
Syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid,
maka nasab anak dari keturunan mereka tidak
dapat dinisbatkan kepada Rasulullah saw.
Tetapi hal ini tidak berlaku bagi para Sayyid,
mereka berhak menikah dengan siapapun dan
nasab anak-anaknya tetap bisa dinisbatkan
kepada Rasulullah, sebab, nasab seorang anak
itu dinisbatkan kepada ayahnya.
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